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KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 188.45/29% /KEP/15/2016

TENTANG

IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA (TPS)
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
RSUD M.UNTILAN

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,

Surat Direktur RSUD MUNTILAN Tanggal Maret 2015 Nomor

656.193/18/2015 tentang P2rmohonan Izin Penyimpanan dan / ata.

Pengumpuian Limbah B3: .

W

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) b Peraturan
Pemerintah Noinor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbzr
Bahzn Berbahaya dan Beracun, Perusahaan melakukan penyimpanan
limbah B3 paling lama :

(1) 90 (Sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk
Limbah B3 yang dinasilkan sebesar 50 (lima puluh) kilogram pe-
hari atau lebih,

(2) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan untux
-limbah 33 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram
per hari untuk limbah B3 kategori 1 (satu),

(3) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkar
untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh)
kilogram per hari untuk limbah B3 kategori 2 (dua) dari sumber
tidak spesifik dan sumber spesifik umum:

b. bahwa berdzsarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana
Perizinan dan Pengawasan Fangelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
Badan Usahayang melakukan kegiatan penyimpanan sementara
dan/atau pengunipulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib
mengajukan izin;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan



o)

Mengingat

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahur
2015 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dar
Beracun di Kabupaten Magelang, Kepala Badan Lingkungan Hidup
té(;rwenang menerbitkan izin tempat penyimpanan sementara limbar
bahwa berdasarkan penilaian administrasi dan verifikasi teknis oleh
Tim Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Skala
Kabupaten Limbah B3 Kabupaten Magelang, permmohonan Izin
Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

RSl)D MUNTILAN memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
sehingga layak diberikan izin:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, huruf ¢ dan huruf dperlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tentang Izin Tempat
Penyimpanan SementaraLimbah B3 Kepada RSUD MUNTILAN
Indonesia-Mageiang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintainan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Necara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diut-ah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-lJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat || Magelana ke Kecamatan Mungkid di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang (Lembaran Negara
Republik Inconesia Tahun 1982 Nomor 36);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3910);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
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14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahar
r.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 20 g
tentang Pengelolaan Limbzh Bahan Berbahaya dan Beracun, .
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2005
tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayz
dan Beracun,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 200%
tentang lata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolazr
Limbah Bahar Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulinar
akibat Perceinaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oler
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang
/Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Ser
D Nomor 71);

Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan ¢
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahur-
2006 Nomor 19 Seri E Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangar
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Pcraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perizinan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupater
Magelang.

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) kepada:

Nama . Dr. HENDARTO, M.Kes

Jabatan . Direktur RSUD MUNTILAN

Alamat Perusehaan :JIl. Kartini No 13 Muntilan, Kab
Magelang telp (0293)587004, fax (0293)
587017

Nama Perusahaan * . RSUD MUNTILAN

Jenis Usaha . Pelayanan-Kesehatan

Nama Penanggung Jawab

Kegiatan

Sumber Limbah B3

a. Limbah infeksius : underpad, kassa.
masker. selang infus, selang kateter,
jarum suntik, jarum jahit, limbah patolog;
(darah, organ tubuh), flabot, botol obat
ampul anestesi

b. Limbah farmasi : obat kadaluarsa

¢. Limbah kimia : desinfektan, botol
desinfektan

d. Lampu bekas : cartridge, baterai
e. Abu incenerator



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

Lokasi/Area Kegiatan

Pengelolaan Limbah B3 ~JI Kartini No 13 Muntilan, Kab
Magelang telp (0293)587004, fax (0293
587017

\zin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Iima:
tahun dan dapat diperpanjang kembali sebelum 60 (enam puluh) har
sebelum jangka waktu izin berakhir serta segera melakukan pengelolaan
Limbah B3 selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku sebelum masa penyimpanan limbah B3 dalam TPS B3
berakhir;

. Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib untux

melaksanakan ketentuan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini.

Pelanggaran dan kelalaian serta tidak dipenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berakibat batalnya
Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini dan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada

tangqal ditutapkan.

Ditetapkan di Muntilan
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1. Bupati Magelang (Sebagai laporan)====+Pembir.a Utama Muda
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Jawa Tengah.

3. Kepala Kantor Satj .ol PP Kabupaten

Magelang ;
4. Arsip.
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3. Lama waktu penyimpanan limbah bahan berbah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 188.45/ %8 /KEP/15/2016
TANGGAL @ v FCviuniy dol

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pemejang lzin Penyimpanan Samentara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus
memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai berikut:

. Ketentuan Teknik

1. Tata Cara Penyimpanan :

a. Mengatur semua limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan sesuai jenis
karakieristiknya pada tempat yang sudah ditentukan:
b. Jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun RSUD MUNTILAN
Indonesia-Magelang :
1) Limbah infeksiug, patologi, infeksius benda tajam : limbah yang mengandung
kuman penyakit yang dapat menular
2) Limbah farmasi dan kimia : limbah yang mengandung pencemar yang bersifat
racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau
sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau
mulut.
3) Mengandung logam berat seperti neon bekas, cartridge dan baterai
¢. Menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan
beracun yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur
housekesping yang baik dilaksanakan:
d. Mencatat setiao terjadi perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang
keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai Jenis dan jumlahnya ke dalam lembar

kegiatan limbah bahan berbahaya dan beracun dan mengisi logbook dan neraca
limbah pada periode waktu penaatan tertentu.

2. Limbah yang disimpan wajib diupayakan sebagai berikut:

a. Langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan atau ke fasilitas
oengolahan, yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

b. Dilakukan upaya 3R (reuse, recyle, recovery) untuk keperluan sendiri sesuai sifat dan
karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku:

c¢. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri

tertentu, yang telah mempunyai iz pemanfaatan dari Kementeriaan Negara
Lingkungan Hidup;

aya dan beracun sesuai ketentuan

pasal 28 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu :

a. Bila l:nbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 (lima puluh) kilogram per hari atau lebih

penghasil limbah dapat melakuikan penyimpar.an limbah B3 paling | lan
ama 9

puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan; P 7 (semblar

b. Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50

limbah B3 kategori 1, penghasil limbeh dapat
paling lama 180 \seratus delapan puluh) hari sej

(lima puluh) kilogram per hari untuk

melckukan penyimpanan limbah B3
ak limbah B3 dihasilkan:
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¢. Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per harn untuk

limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik khusus dan umum
penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 maksimal365 (tiga ratus enam
puluh lima) harisebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau
pengolah atau penimbun limbah B3.

4. Jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan:
a. Penanggung jawab kegiaian tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah

bahan berbahaya dan beracun, dari pihak atau sumber lain;

b. Jika menyimpan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun diluar ketentuan Nomor

5 huruf a, maka penanggunyjawab Kagiatan wajib melaporkan atau konsultasi ke
Sadan Lingkurgan Hidup Kabupaten Magelang;

c. Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah bahan

berbahaya dan beracun sesuai dengan Permen LH Nomor 14 Tahun 2013.

5. Bangunan penyimpanan:
a. Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumiah dan karakterstik

limbah bahan berbahaya dan peracun yang dimiliki:

1) Tempat penyimpanan sementara limbah B3 berukuran 10 m x 6 m x 5 m;

2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud di atas terletak di titik koordinat S:
07° 58,38.7' dan E: 110° 29,15.2",

3) Lay out dan desain tempat penyimpanan berpedoman pada Keputusan Kepala
Bap=dal Nomor : Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
dalam Lampiran 3.2. N

. Kondisi tempat penyimpanan tersebut di huruf a di atas tidak dapat diubah ataupun
dipindah {anpa seizin Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mageiang;

. Melakukan pemisahan jenis limbah sesuai dengan kharakteristik limbah yang ada;

. Tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah bahan berbahaya dan beracun
di tempat lain selain tempat penyimpanari sebagaimana huruf a;

. Rancang bangun dan luas penyimpanansebagaimana dengan huruf a di atas harus
mengacu pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor :Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang
Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun dalam Lampiran 3.2;

_ Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh

penanggungjawab Kegiatan, termasuk antara lain alamm, peralatan pemadam
kebakaran, shower eye wash dan fasilitas tanggap darurat.

Il. Kewajiban Pemegang lzin:

1. Mematuhi persyaratan dan tata cara penyimpanan sementara jenis limbah bahan
berbahaya dan beracun yang disimpan sebagaimana tercantum pada angka 1
berpedoman pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-01/Bapedal/09/1985
tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Lampiran butir 2 dan 3.1 dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah
Baran Berbahaya dan Beracun serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14
tahun 2012 tentang symbol dan label limbah B3,

.Mg@porkap realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun
minimal3 (tiga) bulan sekali kepada: |

Menteri Negara Lingkungan Hidup up Deputi Bidang Pengelolaan Bahan
Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
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2. Melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahava dan beracur
minimal3 (tiga) bulan sekali kepada:

a.

Menteri Negara Lingkungan Hidup u.p Deputi Bidang Pengelo/aan Bahar
Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Badan Lingkungan Hidup Provingi .32
Tengah,

Bupati Magelang u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mage'ang

__KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUZ
ZANM KapKABUPATEN MAGELANG
e ~ Yo\

\7
BADAN \’7
LINGKUNGAN HIDU® | =

{ *AGUS LIEM, MM
-—L{y‘P mbina Utama Muda
e IP.19580823 198803 1 003
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